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ABSTRAK

Efforts to improve safe health services H. Hanafie Muaro Bungo Hospital formed an ethics committee to handle various ethical issues. Minister of Health Regulation 42/2018 has not been implemented optimally at the H. Hanafie Muaro Bungo Regional Hospital. In its implementation, the Ethics Committee of H. Hanafie Muaro Bungo Hospital is carried out only when accreditation is required. Results: 1) Implementation of Minister of Health Regulation Number 42 of 2018 concerning Hospital Ethics and Law Committees Hospital has gone well, but its implementation is not optimal. 2) Obstacles in implementing Minister of Health Regulation Number 42 of 2018 concerning Hospital Ethics and Law Committees, lack of knowledge, ethical guidelines regarding procedures for appointing ethics committees, socialization regarding the duties and authority of ethics committees in hospitals, absence of SOPs or complaint and reporting flow, and supervisory guidance. regarding ethical guidelines. 3) Efforts to implement Minister of Health Regulation Number 42 of 2018 concerning the Hospital Ethics and Legal Committee, making SOPs, socializing the SOP for complaint flow and reporting procedures established by the Ethics Committee, socializing the duties and authority of the Ethics Committee, the need to prepare ethical and behavioral guidelines, and the need for guidance and supervision.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes 1045/2006), menyatakan bahwa “Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau Profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2009 tentang pola tata kelola RSUD H. Hanafie Muaro Bungo adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat memiliki stategi mempercepat derajat kesehatan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang diatas dan didukung oleh fenomena yang terjadi dilapangan maka penulis akan meneliti lebih lanjut permekes Nomor 42 tahun 2018 di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo dalam bentuk sebuah tesis dengan judul ”IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DI RSUD H. HANAFIE MUARO BUNGO”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo?
2. Apakah kendala dalam implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo?
3. Apakah upaya untuk menerapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo?

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka tujuan penelian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo
2. Untuk menganalisis kendala dalam implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo
3. Untuk menganalisis upaya penerapan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo

II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (socio legal research). Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo
Prosedur pengangkatan komite etik sudah sesuai dengan ketentuan. Ketua dan anggota komite etik sebelum diangkat sudah mengikuti pelatihan tentang komite etik. Ketentuan mengenai cara pengangkatan dan pemberhentian angggota Komite Etik ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit. 

Alur pengaduan dan pelaoran kasus pada Komite Etik dan Hukum di RSUD H. Hanafie. Hal ini menimbulkan ketidak pastian tentang prosedur pengaduan dan pelaporan jika ada kasus yang terkait dnegan pelanggaran etika dan hukum di Rumah Sakit belum dibuat.
B. Kendala dalam Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo:
1. Kurangnya sosialisasi tentang Komite Etik 
Tenaga keperawatan mengeluhkan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi tentang komite etik di RSUD Hanafie Muaro Bungo ini.

2. Kekurangan Sumber Daya Manusia, seperti jabatan yang merangkap

Tenaga kesehatan yang bergabung di komite etik juga merangkap kerja, seperti dokter dan perawat sehingga tugas tidak terlaksna maksimal.

3. Tidak adanya SOP atau alur pengaduan dan pelaporan

Komite Etik harus menyusun SPO (Standar Prosedur erasional)  agar sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit memahami dan dapat bertindak cepat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelayanan kesehatan. Komite Etik seharusnya merupakan unit yang mampu memberikan kajian, pertimbangan dan rekomendasi. 

4. Kurangnya sosialisasi tentang panduan etik

Beberapa tenaga kesehatan, seperti tenaga keperawatan mengeluhkan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi tentang panduan etik di RSUD Hanafie Muaro Bungo ini.

5. Tidak adanya pembinaan dan pengawasan tentang panduan etik di Rumah Sakit
Belum adanya SPO tentang panduan etik di Rumah Sakit membuat pembinaan dan pengawasan tentang panduan etik belum dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Komite Etik di Rumah Sakit belum berjalan dengan baik.
C. Upaya untuk Menerapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo:
1. Belum adanya SOP tentang panduan etik di Rumah Sakit membuat pembinaan dan pengawasan tentang panduan etik belum dilakukan sehingga dibuat SOP tentang alur pengaduan dan prosedur pelaporan kepada Komite Etik dan Hukum. SOP dan prosedur pengaduan akan memudahkan sumber daya manusia di Rumah Sakit untuk memahami alur dan menerapkan standar yang ada. Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis seperti surat kepada unit pelayanan pegaduan yang terdapat di Rumah Sakit. 

2. Perlunya penyusunan panduan etika dan perilaku. Setiap Rumah Sakit harus memiliki panduan etik dan etika perilaku. Panduan ini harus selaras dengan etika umum, etika profesi, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan. Tidak hanya itu saja, panduan etika dan perilaku ini harus dilakukan pengkajian ulang secara berkala paling lama setiap dua tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit.
3. Perlunya pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan etik di Rumah Sakit dilakukan oleh mentri, Kepala Dinas Kesehatan daerah Provinsi, dan dinas terkait sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Adanya panduan Komite Etik dan Hukum dapat memberikan rasa aman kepada para dokter, tenaga kesehatan fungsional, serta pasien dan masyarakat. Seperti dari penegak hukum, yaitu pemerintah, kepala rumah sakit, organisasi profesi dan tenaga kesehatan. Alur dan prosedur pengaduan harus ditetapkan oleh rumah sakit, yaitu membuat peraturan dan tata laksana pelayanan sebagai penata normatif, bertujuan untuk mengatur hubungan yang harmonis dan saling percaya antara sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit dan pasien.
IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RSUD H. Hanafie Muaro Bungo, sudah ada namun penerapannya belum terlaksana optimal. 
2. Kendala Dalam Implementasi Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit adalah: kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur pengangkatan komite etik,sehingga prosedur penetapan itu belum optimal, kurangnya sosialisasi tentang tugas, dan wewenang komite etik di Rumah Sakit, tidak adanya  SPO Pelaporan pelanggaran Etik dan Hukum RS atau alur pengaduan dan pelaporan,kurangnya sosialisasi tentang panduan etik

3. Upaya Untuk Menerapkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit adalah: Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan  pengangkatan komite etik, sehingga prosedur penetapan Itu optimal, Sosialisasi tentang tugas, dan wewenang komite etik di Rumah Sakit. Pembuatan SPO tentang pelaporan pelanggaraan etik dan Hukum.
B. Saran
1. Direktur Rumah Sakit Diharapkan untuk membentuk alur pengaduan dan pelaporan persoalan etik, pengaduan dan pelaporan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan.

2. Diharapkan agar Komite Etik dan Hukum mensosialisasikan tentang tugas dan wewenangnya, serta mensosialisasikan tentang alur pengaduan dan pelaporan persoalan etik ini kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit. 
3. Kepada pasien dan keluarga pasien, Diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, etika umum di rumah sakit.
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